
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian 
mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung, salah satunya pada Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota 
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 
2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung N omor 3 
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 
Nomor 3); 

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota 
Bandung Tahun 2024 Nomor 9); 
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Pasal 3 
UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: 
1. UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Barat Kelas A, meliputi 

wilayah: 
a. Kecamatan Bandung Kulon; 
b. Kecamatan Andir; 
c. Kecamatan Bojongloa Kaler; dan 
d. Kecamatan Cicendo. 

2. UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Timur Kelas A, 
meliputi wilayah: 
a. Kecamatan Buah Batu; 
b. Kecamatan Rancasari; 
c. Kecamatan Arcamanik; 
d. Kecamatan Ujungberung; 
e. Kecamatan Cinambo; 
f. Kecamatan Panyileukan; 
g. Kecamatan Gedebage; dan 
h. Kecamatan Cibiru. 

3. UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Utara Kelas A, 
meliputi wilayah: 
a. Kecamatan Sukasari; 
b. Kecamatan Cidadap; 
c. Kecamatan Sukajadi; dan 
d. Kecamatan Coblong. 

4. UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Selatan Kelas A, 
meliputi wilayah: 
a. Kecamatan Astana Anyar; 
b. Kecamatan Regal; 
c. Kecamatan Babakan Ciparay; 
d. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan 
e. Kecamatan Bandung Kidul. 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Wali Kata ini dibentuk UPTD pada Dinas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kata Bandung. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan Kata Bandung. 

5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kata Bandung 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis periunjang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 
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Pasal 6 
(1) UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Barat, wilayah Timur, 

wilayah Utara, dan wilayah Selatan dipimpin oleh seorang 
Kepala. 

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup 
pelaksanaan pemadaman kebakaran sesuai dengan 
wilayah kerja. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran; 
b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; 
c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional 
pemadaman kebakaran; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Uraian Tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 

penetapan kinerja UPTD; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 

bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efisien; 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 
(1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas: 

a. Kepala; 
b. sub bagian tata usaha; dan 
c. jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 
UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Barat, wilayah Timur, 
wilayah Utara dan wilayah Selatan merupakan salah satu unit 
organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh Kepala 
UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
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Pasal 7 
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 

membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan 
administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan di lingkungan UPTD. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di 

lingkungan UPTD; 
b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan 
UPTD; 

c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan UPTD; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah 
se bagai berikut: 
a. menyusun rencana program kerja dan bahan 

penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; 
b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 

bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas 
agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan 
efi.sien; 

c. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi 
penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan 
pengiriman naskah dinas; 

d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas 
dan dokumentasi kedinasan; 

e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, 
kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan 
keamanan serta pelayanan administrasi UPTD; 

f. melaksanakan administrasi pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data 
serta dokumentasi kepegawaian; 

g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 
penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup UPTD; 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

c. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran sesuai 
dengan wilayah kerj anya; 

d. melaksanakan penanganan evakuasi kebakaran dan 
non kebakaran sesuai dengan wilayah kerjanya; 

e. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup 
UPTD; 

f. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup 
UPTD; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 10 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk memenuhi ekspetasi pada UPTD guna pencapaian 
target Organisasi. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja 
secara individu dan/ atau dalam tim kerja untuk 
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 
penugasan Kelompok Jabatan Fungsional secara individu 
dan/ a tau dalam tim kerja dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 8 
(1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural 

eselon IV.a atau jabatan pengawas. 
(2) Kepala subbagian tata usaha UPTD Kelas A merupakan 

jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. 

BABV 
JABATAN 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 13 
(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat 

yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan W ali Kota ini. 

(2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2021 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada Dinas Kebakaran dan Penangulangan 
Bencana Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung 
Tahun 2021 Nomor 55, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 
Pembiayaan UPTD berasal dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan 
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 
( 1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal 
di lingkungan kerjanya untuk mewujudkan terlaksananya 
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 
terintegrasi. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpm dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam 
pelaksanaan tugas. 

(4) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk serta 
bertangungjawab kepada atasan serta menyampaikan 
laporan tepat waktu. 

BAB VII 
TATA KERJA 
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BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 39 

ISKANDAR ZULKARNAIN 

ttd. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 21 Juli 2025 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

MUHAMMAD FARHAN 

ttd. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 21 Juli 2025 
WALI KOTA BANDUNG, 

Pasal 14 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota mi, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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MUHAMMAD FARHAN 

ttd. 

WALi KOTA BANDUNG, 

KEPALA UPTD 

KEPALA SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

! 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

UPTD PEMADAM KEBAKARAN 

WILAYAH BARAT, TIMUR, UTARA, DAN SELATAN 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALi KOTABANDUNG 
NOMOR 39 TAHUN 2025 
TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 


